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P U T U S A N

Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK xxxxxx,  tempat dan tanggal  lahir  Mateuliono,  15

Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx

xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  KOLAKA

UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan domisili

elektronik pada email xxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT,  NIK  -,  tempat  dan  tanggal  lahir  Lapai,  24  Mei  1990,

agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  xxxxxx,  bertempat

tinggal  di  KABUPATEN  KOLAKA  UTARA,  PROVINSI

SULAWESI TENGGARA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Lasusua  Nomor

236/Pdt.G/2024/PA.Lss,  tanggal  tersebut,  dengan  dalil-dalil  pada  pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  29  Oktober  2019,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Watunohu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
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xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxxxxxx, bertanggal 29 Oktober 2019;  

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Perawan

sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;  

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat

di xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Lapai,  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 5 tahun sampai dengan Penggugat

dan Tergugat berpisah;  

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan  badan

layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang

bernama: 

- xxxxxxxxx Umur 4  tahun;  Pendidikan Belum sekolah, dan saat ini

anak tersebut ikut bersama Tergugat;  

- xxxxxxxx Umur 2 Tahun, Pendidikan Belum sekolah, dan saat ini

anak tersebut ikut bersama Penggugat;  

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  semula

berjalan  rukun  dan  baik,  namun  sejak  bulan  November  2019  antara

Penggugat  dan  Tergugat  muncul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi

tidak harmonis lagi;   

6. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  pada

intinya disebabkan oleh :    

- Tergugat  tidak  terbuka  mengenai  masalah  keuangan  kepada

Penggugat;  

- Orang  tua  Tergugat  terlalu  ikut  campur  dalam  masalah  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat 

- Tergugat hanya memberikan uang penghasilan kepada orang tua

Tergugat, dan tidak memberikan kepada Penggugat;

7. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Februari  2024  saat  mana  Penggugat  pergi

meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx

x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah
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berpisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang  tanpa  saling  menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;  

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga

namun tidak berhasil;  

9. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama  Tergugat  untuk  membina  rumah  tangga  yang  bahagia  dimasa

yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

(relaas) Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 26 November 2024 dan Nomor

236/Pdt.G/2024/PA.Lss  tanggal  06  Desember  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa perkara ini  diperiksa oleh Hakim Tunggal  sebagaimana surat

keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin

Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,

bahwa  setiap  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  harus  terlebih  dahulu

melalui  proses  mediasi,  tanpa  mediasi  maka  putusan  tersebut  batal  demi

hukum, akan tetapi dalam perkara ini  tidak dapat dimediasi karena Tergugat

tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil  secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat  telah  dinyatakan  tidak  hadir,  oleh  karena

perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, maka pemeriksaan

perkara tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx

xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx,  Nomor

xxxxxxxx Tanggal 29 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  Jumriana  Binti  Amiruddin,  umur  26  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxx

xxxxxxxx,  Kec.  Watunohu,  Kab.  Kolaka  Utara,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  sejak  setelah  menikah  dengan

Penggugat; 
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Lapai, xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa seingat  saksi  mereka  bertengkar  sekitar  bulan  Februari  tahun

2024; 

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena

Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat

hanya memberikan uang penghasilannya kepada orang uang Tergugat

tidak memberikan kepada Penggugat; 

- Bahwa  sebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  adalah  orang  tua  Tergugat

selalu  ikut  campur  dalam  masalah  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Februari  2024  saat  mana  Penggugat  meninggalkan  Tergugat  pulang

kerumah orang tua Penggugat  di  xxxx xxxxxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai sekarang; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah

lagi berkomunikasi; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

mempedulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  rukun  oleh  pihak  keluarga,  namun  tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Saksi  2,  Rusmang  Bin  Daeng  Baso,  umur  36  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxx  xxxxxxxx,

Kec.Watunohu,  Kab.  Kolaka  Utara,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ipar Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setela menikah dengan Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Lapai, xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah tempat tinggal; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi; 

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  harmonis  lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar bulan Februari 2024; 

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar  karena

Tergugat hanya memberikan uang penghasilannnya kepada orang tua

Tergugat  tidak  memberikan  kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak

mempercayakan kepada Penggugat untuk memegang uang; 

- Bahwa  sebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  adalah  orang  tua  Tergugat

selalu  ikut  campur  dalam  masalah  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat; 

- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar

mulut saja; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Februari 2024 sampai sekarang; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat saat

mana Penggugat pergi  meninggalkan Tergugat  pulang kerumah orang

tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  pernah

lagi berkomunikasi; 
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- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

mempedulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang

dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  diperiksa  oleh  Hakim  Tunggal

sebagaimana  surat  keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  236/Pdt.G/2024/PA.Lss  tanggal  26  November  2024  dan  Nomor

236/Pdt.G/2024/PA.Lss  tanggal  06  Desember  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar

berfikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  namun tidak  berhasil,  dengan

demikian  pemeriksaan  a  quo  telah  memenuhi  maksud  Pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan
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ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa

hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat

dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  di

Pengadilan  Agama  Lasusua  telah  memilih  menggunakan  alamat  domisili

elektronik  dan  mengajukan  secara  elektronik,  meskipun  Tergugat  telah

dinyatakan  tidak  hadir,  pemeriksaan  perkara  aquo  tetap  dilanjutkan  secara

elektronik  sebagaimana  ketentuan  Pasal  20  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas  Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

semula berjalan rukun dan baik,  namun sejak bulan November 2019 antara

Penggugat  dan  Tergugat  muncul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  pada  akhirnya  menjadi

tidak  harmonis  lagi.  Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  pada  intinya  disebabkan  oleh  Tergugat  tidak  terbuka  mengenai

masalah keuangan kepada Penggugat, Orang tua Tergugat terlalu ikut campur

dalam  masalah  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat.  Tergugat  hanya

memberikan  uang  penghasilan  kepada  orang  tua  Tergugat,  dan  tidak

memberikan kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran

Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  Februari  2024  saat  mana

Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat  dan  pulang  ke  rumah  orang  tua

Penggugat  di  KABUPATEN  KOLAKA  UTARA,  PROVINSI  SULAWESI

TENGGARA, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat  tinggal  sampai  sekarang  tanpa  saling  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;
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Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1865

KUHPerdata,  Penggugat  berkewajiban  untuk  membuktikan  hal-hal  tersebut

diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing

bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  merupakan  fotokopi  akta  otentik,

bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,  telah dinazegelen, dan

sesuai  dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai  alat  bukti  dan isinya relevan

dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil

dan  materil  serta  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  sempurna  (volledig  en

bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P1,  harus  dinyatakan terbukti

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam

perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua

orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  adalah

keluarga  dan  mempunyai  hubungan  yang  dekat  dengan  Penggugat  dan

Tergugat,  maka  pengajuan  mereka  sebagai  saksi  alasan  perceraian  dalam

perkara a quo telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.  Pasal  134 Kompilasi

Hukum  Islam,  sehingga  setelah  diperiksa  dan  didengarkan  keterangan  dari

kedua  saksi  tersebut  masing-masing  secara  terpisah  di  bawah sumpahnya,

ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
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dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg

dan  Pasal  308  dan  309  R.Bg.,  sehingga  Hakim  dapat  menerima  dan

mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Penggugat  menyatakan  bahwa

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari  2024, Penggugat

dan  Tergugat  berpisah  karena  sering  bertengkar  disebabkan  Tergugat  tidak

memberikan  kepercayaan  kepada  Penggugat  untuk  mengelola  keuangan

sehingga setiap mau belanja Penggugat harus minta kepada Tergugat. Para

saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan

oleh  keluarga  namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  sudah  tidak  ingin

mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling

bersesuaian,  menyatakan  bahwa  ternyata  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah tidak harmonis sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran,

disebabkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk

mengelola  keuangan  sehingga  setiap  mau  belanja  Penggugat  harus  minta

kepada  Tergugat,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  rumah sejak

Februari  2024,  dan  pihak  keluarga  sudah  berusaha  untuk  merukunkan

Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil

dan  materil,  maka  Hakim  menyatakan  bahwa  keterangan  kedua  saksi

Penggugat  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  menikah

pada tanggal 29 Oktober 2019  sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxxxxxx, tanggal  29 Oktober 2019  dan sampai saat ini  masih berstatus

sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami

istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat

tidak  memberikan  kepercayaan  kepada  Penggugat  untuk  mengelola

keuangan  sehingga  setiap  mau  belanja  Penggugat  harus  minta  kepada

Tergugat;

4. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  ditandai  dengan

perpisahan  keduanya  sejak  Februari  2024  sampai  sekarang  karena

Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat,  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  ingin

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Hakim

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya  dalam  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami

isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas

bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29

Oktober  2019  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  maka  dapat  dinyatakan

bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  terbukti  bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat utuk

mengelola  keuangan  sehingga  terkadang  Penggugat  harus  minta  kepada
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orangtuanya  untuk  memebuhi  kebutuhan,  membuktikan  bahwa  tidak  ada

kepercayaan dan saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat sebagai

suami istri, yang mana hal tersebut merupakan pondasi dalam membina rumah

tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula

bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi,  antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang

dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya

tersebut  tidak  berhasil,  dalam  persidangan  Hakim  juga  selalu  menasehati

Penggugat  untuk  kembali  rukun  dengan  Tergugat  namun  Penggugat  tetap

bertekad  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  tanpa  ada  perasaan  menyesal

sedikitpun, hal ini  menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi

indikasi  yang  kuat  bagi  Hakim  bahwa  ikatan  bathin  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah

satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan

bahwa unsur “terus-menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka

dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

untuk  ditegakkan  kembali,  mempertahankan  rumah tangga  seperti  demikian

hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan

adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata

sudah  tidak  lagi  timbul  sikap  saling  mencintai,  saling  pengertian  dan  saling

melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk

meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak
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berperkara tidak lagi  lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum

maka  perceraian  dapat  dijadikan  alternatif  terakhir  untuk  menyelesaikan

sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim

menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149

ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan

perceraian  yang diajukan oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  maksud

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  f

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya

Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2

(dua)  dalam  surat  gugatannya  dapat  dikabulkan  dengan  verstek,  dan  oleh

karena  perceraian  ini  adalah  perceraian  pertama  antara  Penggugat  dan

Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam

talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Lasusua adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan  dalam  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama

Lasusua  pada  hari  Selasa  tanggal  17  Desember  2024  Masehi  bertepatan

dengan tanggal 15  Jumadil  Akhir  1446 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I.,

M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari  itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut,

dan didampingi oleh Muhammad Jasman As'ad, S.H. sebagai Panitera Sidang,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Muhammad Jasman As'ad, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 28.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


